berbeda dimana Ibu Karwati berpendapat bahwa siapa yang memiliki kemampuan dan

persyaratan yang lebih baik itulah yang cocok untuk dipromosikan®:,

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di kemukakan dalam penelitian analisi peluang perempuan dalam

promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

8 Wawancara dengan lbu Karwati. Ibid,
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1. Dari hasil wawancara terhadap responden dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten
Sumedang tidak membedakan gender dalam hal promosi jabatan artinya peremuan dan laki-
laki memiliki kesempatan yang sama dalam promosi jabatan, namun data yang ditunjukan
oleh BKD Kabupaten Sumedang menunjukan bahwa laki-laki masih dominan dalam
memegang jabatan-jabtan tinggi dibandingkan dengan perempuan, dalam penelitian ini
terjadi fenomena langit-langit kaca dimana kesempatan untuk perempuan dalam promosi
jabatan telah terbuka lebar tetapi perempuan itu sendiri yang membatasi diri merka dengan
alasan berbagai faktor seperti mengurus anak, takut tidak bisa mengurus suami dengan baik,
karena sudah ada suami yang kerja, dan takut kelelahan, sehingga dengan adanya fenomena
tersebut dalam promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten sumedang yang ikut serta dalam
penyelengaraan promosi jabatan adalah dominan laki-laki sehingga yang mendapatkan

jabatan tinggi adalah laki-laki.

2. Jumlah pegawai perempuan yang lebih sedikit dalam memegang sebuah jabatan tinggi
dibandingkan pegawai laki-laki, padahal data keseluruhan menunjukan pegawai perempuan
lebih banyak dibandingkan dengan pegawa laki-laki, situasi itu bukan disebabkan adanya
diskriminasi terhadap perempuan dalam promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten
Sumedang. Hasil penelitian menjukan responden mengatakan tidak setuju dikatakan
perempuanyang memenuhi persyaratan tidak mendapatkan promosi jabatan; sedangkan pria
dengan persyartan yang sama tidak memiliki masalah. Hukum dan aturan kepegawaian tidak
mendiskriminasi, pegawai laki-laki dan pegawai perempuan memiliki kedudukan yang sama

atau setara. Hukum tidak mendiskriminasikan perempuan untuk mendapatkan promosi
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jabatan tinggi. Namun hambatan yang terjadi malah berasal dari faktor eksternal dari
Pemerintah Kabupaten Sumedang seperti faktor sosial, budaya, dan Agama.

3. Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak memiliki perbedaan sikap antara pegawa
perempuan dan pegawai laki-laki. Pegawai laki-laki mengatakan bahwa pegawai perempuan
tidak memiliki hambatan untuk dipromosikan dalam jabatan struktural begitu juga dengan
pegawai perempuan bahwa pegawa perempuan tidak memiliki hambatan untuk
dipromosikanpada jabatan tinggi. Pegawai perempuan dan pegawai laki-laki mengatakan
bahwa mereka memiliki peleuang yang sama untuk dipromosikan dalam jabatan struktural.
Pegawai perempuan dan pegawai laki-laki mengatakan bahwa Pemerintah Kabupten

Sumedang tidak mendiskriminasi perempuan untuk di promosikan dalam jabatan tinggi.

6.2 Saran

Seharusnya jumlah pegawai perempuan dalam menduduki jabatan-jabatan tinggi perlu
ditingkatkan karena semakin banyak jumlah pegawa perempuan yang memegan jabatan tinggi
akan memebuka peluang keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan
keputusan sehingga dapat membirkan solusi dan dapat mengurangi permasalahan-permasalahan

yang berkaitan dengan perempuan dapat diatasi.Untuk itu disarankan untuk:

1. Walaupun perempuan dan laki-laki telah memiliki peluang yang sama dalam promosi jabatan
di pemerintah kabupaten Sumedang namun jumlah pegwai perempuan yang memegang jabatan
tinggi seperti Kepala Dinas atau Kepala Badan masih kurang, perempuan seharusnya lebih
banyak menepati jabatan-jabatan tinggi agar segala bentuk keputusan tidak akan

mendiskriminasi salah satu pihak ( gender) maka pemerintah lebih memperhatikan keberadaan
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perempuan dalam menempati jabatan-jabtan strategis misalkan melalui pembentuka undang-
undang atau kebijakan yang mengarah kepada penampatan perempuan dalam jabatan -jabatan
tinggi.

2. Seperti yang telah dikemukakn oleh Peraturan Mentri no 15 tahun 2008 bahwa dalam
pengarustamaan gender bahwa Bupati/walikota dan wakilnya memiliki tanggung jawab atas
permasalahan gender kusunya kesetaraan gendaer didalam pemerintahan daerahnya. Dengan
demikan maka Bupati/Walikota dan wakilnya dapa menginstrukan langsung kepada Kepala
Dinas dan Kepala Badan pada setiap SKPD di daerahnya untuk menyediakan fasilitas-fasiltas
unutuk menunjang perempuan, sehingga perempuan memilik fleksibiltas yang lebih tinggi dalam
berkerja sehingga hambatan-hambatan pada perempuan dapat berkurang dengan adanya fasilitas
tersebut dan dapat berkerja dengan nyaman bahkan bernai untuk mengambil sebuah promosi.
Alasan dalam menyediakan fasilitas menunjang perempuan tersebut diambil dari hasil
wawancara bahwa perempuan tidak mengambil promosi jabatan karena adanya beban ganda
yang mereka miliki seperti, mengurus anak. Jadi salah satu bentuk fasilitas yang harus dibuat
adalah seperti penitipan anak, ruangan untuk ibu menyusui. Sehingga perempuan dapat berkerja

dengan nyaman dengan fasilitas yang telah disedikan pada tempat kerja mereka.
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